e
=

- -

AN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjiP)
TAHUN 2020

DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN
KAWASAN HUTAN




Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LK]IP) Tahun 2020

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

KATA PENGANTAR

Berdasarkan instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang kemudian diperbaharui dalam Peraturan Presiden No. 29 tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi
Pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagal
bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta
kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang
ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan alat pertanggungjawaban
untuk mengukur kegiatan-kegiatan instansi dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai
bahan untuk perbaikan di masa depan. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan
Hutan menyusun LKIIP sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik (akuntabilitas
publik) atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran.
Dengan tersusunnya LKjIP Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan
Hutan Tahun 2020, diharapkan pada pembangunan di tahun berikutnya di bidang
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menjadi lebih terarah yang pada
akhirnya sasaran program “Planologi dan Tata Lingkungan” untuk mendukung
terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan dapat tercapai.

Semoga LKjIP Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun
2020 ini dapat bermanfaat dan tercapai sasaran yang telah ditetapkan.
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|. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang kemudian diperbaharui dalam Peraturan Presiden No. 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap
Instansi Pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) sebagai bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan
perencanaan strategik yang ditetapkan.

Laporan  Kinerja Instansi  Pemerintah  (LKjIP) merupakan alat
pertanggungjawaban untuk mengukur kegiatan-kegiatan instansi dalam pencapaian
tujuan dan juga sebagali bahan untuk perbaikan di masa depan. Direktorat
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyusun LKIIP sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada publik (akuntabilitas publik) atas pelaksanaan tugas dan
fungsi yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKjIP Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
tahun 2020 dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban administratif atas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan pada tahun 2020.

Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang Kinerja
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020 dan umpan
balik bagi pengambil keputusan dalam rangka pelaksaan program dan kegiatan
tahun 2020 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disusun pada awal tahun dan
dituangkan dalam Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) tahun 2020.
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C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup LKjIP Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
meliputi Perencanaan Strategis yang terdiri dari visi dan misi, tujuan, sasaran, serta
Akuntabilitas kinerja yang terdiri dari evaluasi kinerja, analisis pencapaian kinerja, aspek
keuangan dan aspek penunjang.

D. Definisi

1. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau
untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan
hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau
berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;

2. Kinerja Instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan
strateji instansi pemerintah yang mengindikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang
ditetapkan,

3. Instansi Pemerintalh adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dan  Kementeriaan,
Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga
Tinggi Negara, Markas Besar TNI (meliputi : Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Angkatan Laut dan Angkatan Udara), Kepolisian Republik Indonesia, Kantor
Perwakilan Pemerintah RI di luar negeri, Kejaksaan Agung, Perangkat Pemerintah
Provinsi, Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lembaga/Badan lainnya yang
dibiayai dari anggaran negara.

4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik;
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5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada pokoknya
adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
organisasi, terdiri dan berbagai kemponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu
perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan.

6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi
gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik
dan melembaga. LKjIP merupakan media pertanggungjawaban yang berisi
informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat antara lain
untuk :

a) Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance)
yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,
kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat;

b) Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi
secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan
lingkungannya;

c) Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan
dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah;

d) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

7. Pengukuran kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunanan dan
indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rencana stratejik. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja
tahunanan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai setiap pencapaian indikator
kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilanjutkan pula analisis
akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja
kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran,
tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.
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8.

10.

11.

12.

13.

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun
dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau
mungkin timbul. Rencana strategik mengandung visi, misi, tujuan/sasaran,
strateji, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam
pelaksanaannya.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan
visi organisasi;

Visi adalah pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus
dibawa dan diarahkan dapat berkarya dan bagaimana instansi pemerintah harus
dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta
produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan berisikan cita citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah;

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi
pemerintah, sebagai penjabaran visi yang ditetapkan. Dengan pernyataan misi
diharapkan seluruh anggota organisasi pihak yang berkepentingan dapat
mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam
penyelenggaraan pemerintah negara;

Tujwan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan
mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan
analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan
tetapi harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin di capai dimasa yang
akan datang;

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih
pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Indikator
sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk
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14,

15.

16.

diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan
rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing;

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam
kebijakan-kebijakan dan program-program;

Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang
berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam
pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya
kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visl dan
misi instansi pemerintah;

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi
pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna
mencapai sasaran tertentu.

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.18/Menlhk-11/2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kemeterian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi
pelaksanaan urusan di daerah bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan
hutan.

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan

Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

Penyiapan perumusan kebijakan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan
fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan
hutan;
Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan
fungsi dan perutukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan
hutan;

.
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¢. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengukuhan dan
penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi
pengukuhan kawasan hutan;

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis
pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan
hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;

e. Supervisi atas pelaksanaan urusan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan
fungsl dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan
hutan; dan

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

F. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Bagan 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

DIREKTORAT
PENGUKUHAN DAN
PENATAGUNAAN
KAWASAN HUTAN
SUBBAGLAN
TATA USAHA
i 1 | 1
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT <UBDIREXTORAT
PENGUKUHAN PENGUKUHAN s O OOTMENTIET
KAWASAN HUTAN KAWASAN HUTAN SEHOULAN O
WILAYAH WILAYAH TT FUt R i PENATAGUNAAN KAWASAN
HUTAN
R “—— 1 1 —
SEESI PENGUKLUHAN SEESI PENGUELHAN SEKST PERUBAHAN SEKST INFORMASI
|| KAWASAN HUTAN | KAWASAN HUTAN P-Emr[rnmu DAN PEHGLIIII:HHH.!H DAN
WILAYAH SUMATERA m“}‘m —|  FUNGSIKAWASAN | [T  PENATAGUNAAN
KALIMAN HUTAN WILAYAH 1 KAWASAN HUTAN
SEKS] PENGUKLHAN SEKSI PENGUKUHAN SEKSI PERUBAHAN SEKSI DOKUMENTAS]
avmertt, | || iasuimy o | | | oo on
—  wusaTEnGGaRa, Dan | — WILAYAH - KAW, — T.
MALUKL DAN PAPUA HUTAN WILAYAH II KAWASAN HUTAN
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

Sumber : Permen LHK P.18/MenLHK-11/2015
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Subdirektorat lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan
Hutan terdiri atas 4 (empat) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian, yaitu:
a. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I;
b. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II;
. Subdirektorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
d. Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan;
. Subbagian Tata Usaha.

mn

Sumber daya manusia Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan
Hutan per 30 Desember 2020 berjumiah 121 (seratus dua puluh satu) orang yang

terdiri dari 88 (delapan puluh delapan) orang pegawai negeri sipil dan 36 (tiga puluh
enam) orang tenaga kontrak dengan sebaran sebagaimana tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Negeri Sipil
UNIT KERJA v I 11 I Jumiah

DIREKTUR 1 - 1 - = - = . - - = = 1 < 1

SUA DIREKTORAT 1 will = 16 W0 20 - E - - IR SR | R | I 4 |
PENGLIKUHAN ;

HAWASAN HUTAN

WILAYAH I

SUR DIREXKTORAT 2 - 2 8 3 12 - 1 1 - - - N 4 15
PENGUKLHAN

HAWASAN HUTAN

WILAYAM IT

SUR DIREXTORAT & - & - B S s R 1 O T e | - 18
PERUBAHAN

PERUNTUKAN DAN

FUNGS] KAWASAN

HUTAN

SUB DIREKTORAT 1 2 2 9 2 11 - - - - - - 10 4 14
INFORMASI DAN

DOMIUMENTAS]

FENGUKUHAN DAN

PENATAGUNAAN

KAWASAN HUTAN

SUE BAGIAN TATA i AR T N O e R e = ] s
USAMA

Jumiah 1w 3 W W 2 82 8§ 1 T 1 - 1 ‘53 3 83

Sumber : Laporan Tugas dan Fungs! Bulan Desember 2020
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G. Permasalahan yang sedang dihadapi

Adapun potensi dan permasalahan yang dapat menggambarkan kondisi
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan saat ini dijelaskan pada
tabel 1.2 di bawah ini :

Tabel 1.2 SWOT Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Kekuatan :

Jumlah pegawal yang memadai 121
orang

Dukungan anggaran tahun 2019 yang
mencapai Ap. 28.449.827.000,-
Didukung aleh 4 (empat)
Subdirektorat Teknis dan 1 (satu)
Subbagian

Sarana dan prasarana kerja yang
cukup memada

Paeluang :

Terjalinnya koordinasi lintas sektoral
dengan Kementenan | Lembaga (K/L)
sehingga memudahkan E1ET) ]
menunjang pelaksanaan tugas dan
fungsi

Terjalinnya koordinasi yang sinergis
dan harmonis dengan seluruh
Pemerintah Provinsi di Indonesia

Kelemahan :

Tingkat pengakuan publik terhadap
kawasan hutan Negara yang masih
rendah

Penyediaan informasi bidang
Pengukubhan dan  Penatagunaan
Kawasan Hutan kepada publik
belum optimal

Tingkat beban pekerjaan yang tidak
seimbang antara jumlah dan
kualitas SDM  dengan wvolume
pekerjaan yang ditangani

Tantangan / Ancaman :

Kebutuhan lahan terus meningkat /
tinggi

Ketimpangan penguasaan lahan
antara masyarakat dengan
koorporasi

Sinkronisasi kawasan hutan dengan
Tata Ruang Daerah
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Il. PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan dilaksanakan sebagai langkah-langkah strategis dalam pencapaian
Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020
— 2024. Arah dan tujuan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan HUtan
tahun 2020 — 2024 adalah "Menetapkan seluruh kawasan hutan yang diakui secara
legal dan aktual, menyediakan data dan informasi sumber daya hutan serta
mewujudkan perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan
berkesinambungan dalam mendukung kualitas kehutanan serta ketahanan terhadap
perubahan iklim”.

Untuk mewujudkannya, sasaran program yang dijabarkan dalam kegiatan
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah:

1. Percepatan penataan batas kawasan hutan

2. Percepatan penetapan kawasan hutan

3. Penyelesaian permasalahan kehutanan secara tepat dan terencana

4. Memutakhirkan dan mengembangkan ketersediaan data dan informasi
pengukuhan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan pada kawasan
hutan tingkat nasional

5. Memutakhirkan dan mengembangkan basis data spasial pengukuhan,
perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang terintegrasi nasional.

Dalam rangka pencapaian tujuan, Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2020 - 2024
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dijabarkan sebagai
berikut :

1. Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan

hutan 100%).

2. Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penataan kawasan hutan.
3. Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan
hutan.
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4. Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA,
5. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan Hutan.
Adapun Indikator Kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan
Hutan yang dituangkan dalam Renstra dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:
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B. Rencana Kerja (RENJA)

Dalam rangka terwujudnya percepatan pembangunan kehutanan terutama di
bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan serta upaya penyelesaian
berbagai permasalahan kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan bertanggung jawab terhadap salah satu sasaran Program
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.

Dari sasaran program tersebut, Indikator Kinerja Kegiatan : (1) seluruh
kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan
100%); (2) kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA; (3) permohonan
perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan; (4) penyediaan informasi dan
dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan terlayani; (5) SK
penetapan kawasan hutan diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (5)
SK pelepasan kawasan hutan untuk TORA diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku; (6) Seluruh permchonan penyiapan pelepasan kawasan hutan untuk IKN
terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (7) tata kelola pemerintahan yang
baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai
kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal.

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
Tahun 2021 merupakan turunan dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021, Dalam Rencana Kerja ini, program
dan kegiatan yang ada merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020 - 2024.
Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan untuk mewujudkan Program Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan pada tahun 2020 secara rinci sebagaimana terlihat pada tabel 2.2
berikut ini:
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Tabel 2.2. Rencana Kerja Tahun 2020

Kode MAK Kapiatan Volume Anggaran
0290609 Program Planologi dan Tata Lingkungan 28.449.827.000
5433 Pengukuhan dan  Penatagunaan 28,449,827 1000

Kawasan Hutan

5433001 Kawasan hutan yang telsh selesai 0.5 Juta Hektar 1.007.185.000
diterapkan

5433002 Kawasan hutan sebagai obyek TORA 46500 Hektar £03.470.000

5433.003 Informasi dan dokumentasi pengukuhan 1 Judul 304,070,000
dan penatagunaan kawasan hutan

5433.005 Dokumen layanan permohonan 44 Pemochon 25.086.277.000
perubahan  peruntukan dan  fungsi
kawasan hutan

5432.994 Layanan perkantoran 1 Layanan 1.173.1659.000

5432950 Layanan Dukungan Manajaman Eselon | 1 Layanan 275,656,000

Sumber : RKAKL Revisi 17 Tahun 2020

Kegiatan tata batas dalam rangka penyelesaian TORA dilaksanakan oleh unit
pelaksana teknis di daerah yaitu oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 1
s.d Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII, sedangkan Direktorat
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sebagai Direktorat teknis bidang
Pengukuhan dan Penatagunaaan Kawasan Hutan akan melaksanakan kegiatan
bimbingan tata batas, uji petik tata batas, monitoring tata batas dan penelaahan
berita acara tata batas serta penyiapan draft keputusan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan tentang penetapan kawasan hutan. Sampai dengan tahun 2020,
kawasan hutan dan perairan Indonesia adalah seluas 125.817.021,96 Ha terdiri dari
daratan 120.495.702,96 Ha dan perairan 5.321.319 Ha. Penataan batas dan
penetapan kawasan hutan selain sebagai upaya memberikan kejelasan batas dan
status hukum atas kawasan hutan, serta untuk mendapatkan pengakuan atau
legitimasi publik serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat yang berbatasan
atau disekitar kawasan hutan. Realisasi Penataan Batas tahun 2020 adalah 2.462
km, data sebagian besar terkait dengan kegiatan Tanah Obyek Reforma Agraria
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yang sampai dengan akhir Desember 2020 baru sampai tahap Inver dengan Batas
Luar (BL) sepanjang 1.354 km, dilaksanakan oleh satuan kerja Balai Pemantapan
Kawasan Hutan disajikan dalam tabel 2.3 berikut ini:

2

3 Sumatera Barat 3423 1.589 66 - 3.914.23 1.589,66
4 Riau 8.888,83  1.520.54 - 9.558,63 1.520,54
5 Jambi 373490 sorer 292312 - 4,027,22 807.87
6 Sumalera Selatan 496576  1.108,58 - - 4. 965,76 1.108 58
7 Bengkulu 166349 489,85 : 2 166349 489 85
8 Lampung 3315,02 2501 . . 331502 2501
9 Kep. Bangka Belitung 761.81 a2 307,36 - 1.069.17 1142
10 Kepulauan Riau 1.206,49 861,31 - - 1.206 49 86191
11 DKl Jakarta 44,00 0.00 - - 44,00 0,00
12 Jawa Barat 20.212.85 1w & E 2021285 17.27
13 Jawa Tengah 19.064,65 460 1,38 - 19.066,00 4,60
14 DI Yogyakarta 276,28 0.00 - - 276,28 0,00
15 Jawa Timur 19.354,80 43,56 - = 19.394, 80 43,56
16 Banten 46,51 0,00 - - 45 91 0,00
17 Bali 1.610,00 20897 - - 1.610,00 208,97
18 Nusa Tenggara Barat 4.806,47 856,16 - - 480647 856,16
19 Nusa Tenggara Timur 5.835,16 1330 - - 5.835,16 13,30
20 Kalimantan Barat 1069551  9.03891 - - 10.695,51 9.038.9
21 Kalimantan Tengah 6.26037  1.T755.67 - - 6.260,37 375567
22 Kalimantan Selatan 1201126 347586 KIR) 252 1204317 347838
23 Kalimantan Timur 0.976,46 11.282.2 - - 9.976,46 11.282,94
24 Kalimantan Utara 0.00 000 63297 632,97 0,00
25 Sulawesi tara 290738 777310 - - 290738 777310
26 Sulawesi Tengah 12.286,65  6.614.62 - . 12.286 85 6.614 62
27 Sulawes Selatan 865 165377 - - 841,65 1.663,77
28 Sulawes! Tenggara 6.22545 422880 - - 622545 422880
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Sulawesi Barat 112433 1.331,93 - . 112433 1

338

Maluku 781328  4.00041 - . 791328 4.000,41
Maluku Utara 55200 218921 2 : 552,00 218921
Papua Barat 176956 324572 - : 1.769.56 324572
Papua 1220599  11.880,80 - . 1220599 11.890,80

JUMLAH 208.544,37 8240904 126594 252  207.810,31 82.411,56

Sumber : Buku Data dan Informasi Pengukuhan dan Penalagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Direklorat
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 adalah sebesar Rp. Rp.
28.449.827.000,- (Dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan juta
delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dananya bersumber dari Rupiah Murni
(RM).

C. Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renja Direktorat
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020, masing-masing Sub
Direktorat menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan
Wilayah |

Indrkator Kineria Kegiatan

Seluruh  kawasan hutan Kawasan hutan yang telah selesal ditetapkan 0.25 Juta Hektar
ditetapkan sebagal kawasan

hutan (penetapan kawasan

hutan 100 %)

Kawasan hutan yang Kawasan hutan sebagai obyek TORA 23,250 Hektar
dilepaskan untuk TORA

Tata kelola pemerintahan Lryanan Dukungan Manajemen 1 Layanan
yang baik di lingkungan

Diraktorat Pangukuhan dan

Penatagunaan Kawasan Hutan

Tata kelola pemerintahan Layanan Perkantoran 1 Layanan
yang baik di lingkungan

Direktorat Pengukuhan dan Pe

natagunaan Kawasan Hutan
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Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Penguluhan Kawasan Hutan
Wilayah 11

Indikatlor Kinera Kegiatan Output Tamget

Seluruh kawasan hutan Kawasan hutan yang telah selesal daetapkan 0.25 Juta Helktar
ditetapkan sebagai kawasan

hutan (penetapan hkawasan

hutan 100 %)

Kawasan hutan yang Kawasan hutan sebagai obyek TORA 23.250 Hektar
dilepaskan untuk TORA

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi
Kawasan Hutan

Indikator Kinarja Kagiatan

Dokumen layanan Dokumen layanan permohonan perubahan 44 Pemaohon
permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan

peruntukan dan fungsi

kawasan hutan

Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi

Penatagunaan Kawasan Hutan
Indikator Kinerja Kagiatan Output

Informasi dan dokumentasi Informasl dan  dokumentasi  pengukuhan  dan 1 Judul

D. Review Atas Dokumen Perencanaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan Hutan dalam pelaksanaan kegiatannya mengacu pada
beberapa dokumen perencanaan yaitu Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan tahun 2020 - 2024, Renja Ditjen PKTL tahun 2020, Renstra Direktorat
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020 - 2024 dan Renja
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020, Perjanjian
Kinerja tahun 2020. Terdapat revisi dokumen perjanjian kinerja yang disebabkan
adanya penambahan anggaran terkait Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
Food Estate pada bulan Oktober 2020 (pada level Sub Direktorat Eselon III dan
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1V). Selebihnya tidak ada perubahan yang mendasar pada dokumen-dokumen ini
sehingga kegiatan tetap berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Dokumen perencanaan yang menjadi dasar kegiatan yang dituangkan dalam
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 yang di Revisi sebanyak 13
(tiga belas) kali bisa dilihat pada gambar 2.1. di bawah ini :

Gambar 2.1. Kronologis Anggaran Tahun 2020

Sumber : Paparan DIPA bulan Oktober 2020

Pada akhir Desember 2020 anggaran yang ada sebesar Rp. 28.449.826.000,-
(Dua puluh delapan milyar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus
dua puluh enam ribu rupiah) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM).

I8
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[Il. AKUNTABILITAS KINER.JA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A. Metoda Pengukuran

Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dinilai berdasarkan sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Hal tersebut
meliputi pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja
menggunakan metoda sebagai berikut :

1. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi
dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap
indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode
sederhana, yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat efektivitas dan
tingkat efisiensi capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk
mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan target yang telah ditetapkan dengan
menggunakan rumus:

Realisasi
Capaian Kinerja = ------------ X 100%
Rencana

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan
persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs) suatu output dengan
persentase capaian kinerfa pelaksanaan tahun sebelumnya dengan menggunakan
rumus:

Efektifitas % Capaian Kinerja Tahun Ybs
Capalan = s=emmmmmeeeemm oo oeomenemnsneneeie
Kinerja % Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya
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Rasio efektifitas capaian kinerja yang dihasilkan > 1 bermakna terjadi
peningkatan efektivitas. Rasio yang dihasilkan = 1 bermakna efektivitas capaian
kineria tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang
dihasilkan< 1, menunjukan bahwa terjadi penurunan efektivitas capaian kinerja
sasaran, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun yang
akan datang guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir
periode Renstra.

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan
persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan
TUmus:

Efisiensi % Capaian Kinerja Fisik Tahun Ybs
upﬂia'n B mmsmsesisisssssssEEssREEmEn ]
Kinerja % Capaian i{euangan Tahun Y'I::s

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap
indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang
mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga
dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan
datang.

B. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

1. Capaian Kinerja Sasaran

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan telah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan
(IKK) dari setiap kegiatan pendukung IKP. Adapun capaian kinerja sasaran IKK
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020 rata-
rata tercapai 104.06 % untuk setiap kegiatan seperti yang dapat dilihat pada
Tabel 3.1 di bawah ini:
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Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020

Indikator Kinara Rencana Reaisas
Kegiatan Output (Volume) (Volume)

Seluruh kawasan hutan
ditetapkan sebhagal
KEwWanar huian
{ penetapan RAWASAT

hutan 100 %) T
LR TR RN Kawasan hulan sebagai 46500 Hektar 72.958 Heldar 156.89 %
dilepaskan untuk TORA obyek TORA

Dokumean layans Dokumen layanan 44 Pemohon 44 Pemohon 100 %

kawasan hutan
Informasi dan 1 Judul 1 Judul 100 %
pengukuha N penguikuhan dan
- ELVER R penatagunaan kawasan
hutan hutan
Tata kelola pemerintahan @F 1) Dukungan 1 Layanan 1 Layanan 100 %
ST Layanan Perkantoran 1 Layanan 1 Layanan 100 %
yang e I gan
Direktorat Pe
dan Fenatagunaar
Kawasan Huta
2, Efektifitas Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada tahun 2020 rata-rata sebesar 104.06 %. Berdasarkan
persentase capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu sebesar 98.09 % maka
diperoleh rasio efektifitas capaian kinerja = 106.08 %, yang berarti efektifitas
capaian kinerja tahun 2020 lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Dengan
demikian diharapkan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan
Hutan dapat mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir
periode Rensta. Perhitungan Efektifitas Capaian Kinerja Tahun 2020 dapat
dilihat pada tabel 3.2. di bawah ini :
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Tabel 3.2, Efektifitas Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020

G Capaan 5t Capaian Efektifitaz

T W P.-_-_|._|',1-. KTt Tahin 20019 Fahun 2020

LR TR T

ek N 80

3, Efisiensi Capaian Kinerja

S Capalan [
Reuangan Capalan
Tahun 2020 Kaiiir}a

OEAFADAN XA

Kawasan hutan yang dilepersian

PRl PTG |
TN TSN kan
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¥ Capaian Efsensi
{ Eirenia Kegatan Tpul i T KA Canact iy
HI20 Tahun 2120 Wineria

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Rasio efektivitas capaian kinerja yang
dihasilkan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan rata-rata
> 1 bermakna terjadi peningkatan efektivitas.
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5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan kedepan memiliki
peran strategis dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional terutama
terkait dengan agenda perbaikan tata kelola kawasan hutan, pengelolaan
sumberdaya alam, mewujudkan kemandirian pangan, air dan energi, serta
pembangunan infrastruktur, Dalam upaya mewujudkan harapan tersebut, maka
tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2020 -
2024 adalah memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang
berkelanjutan sebagai prakondisi permbangunan nasional. Untuk mendukung
harapan tersebut Indikator Kinerja Program yang menjadi mandat Direktorat
Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yaitu :

1. Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan
kawasan hutan 100 %)

2, Sistem data dan informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi

3. Persentase optimalisasi penatagunaan kawasan hutan mendukung
ketahanan pangan, energi dan air

4. Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan
sektor serta usaha dan kegiatan terlaksana

5. Tata kelola yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan sesuai kerangka Reformasi Birokrasi.

Indikator Kinerja Program yang utama dari Direktorat Pengukuhan dan

Penatagunaan Kawasan Hutan yaitu seluruf kawasan hutan ditetapkan sebagai

kawasan hutan (penelapan kawasan hutan 100 %)
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1.

Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan
(penetapan kawasan hutan 100 %)

Pada tahun 2020, target penetapan kawasan hutan sebagaimana tertuang
dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
tahun 2020 - 2024 dan Rencana Startegis Direktorat Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020 — 2024 adalah seluar 5 juta
hektar per tahunnya.
= Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya

dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:

Pada tahun 2020, terdapat pandemi covid-19 yang menyebabkan

pelaksanaan penataan batas kawasan hutan menadi terkendala dan tidak

sesuai dengan rencana yang telah disusun.
= Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:

Telah dilakukan recofusing untuk pandemic covid-19.
* Penyebab kegagalan:

a. Pandemi covid-19

b. Belum disampaikannya Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang
menjadi dasar penetapan kawasan hutan oleh Balai Pemantapan
Kawasan Hutan,

* Kegiatan yang menunjang keberhasilan:

1. Monitoring pelaksanaan penataan batas kawasan hutan oleh Balai
Pemantapan Kawasan Hutan yang dilakukan setiap bulan baik secara
langsung datang ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan maupun secara
tidak langsung melalui wirtua/ meeting.

2. Optimalisasi dalam melaksanakan rapat - rapat pembahasan sehingga
diperoleh desain penetapan kawasan hutan untuk tahun 2020 dengan
menggunakan kombinasi batas.
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= Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:

Pada tahun 2020 telah dilakukan penetapan kawasan hutan seluas

756.522,52 hektar, dimana:

1. Penetapan kawasan hutan seluas 337.472,88 hektar (31 SK) telah
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2. Penetapan kawasan hutan seluas 334.886,47 hektar (15 SK) sedang
dalam proses penandatanganan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3. Progres Penetapan kawasan hutan tahun 2020 bisa dilihat Tabel 3.5.
dibawah ini :

Tabel 3.5. Progres Penetapan Kawasan Hutan Tahun 2020

H

iﬁHhu-.gu

| PKTUNUHPLA 222020

] LUAS |
N0 PROVINSI WAMA KAWASAN  NOMORSK TANGGALSK  PENETAPAN KETERANGAN
| o i o) ol |
Sebagean Kawasan Hutan Lindung SK. T4GMENLHE- 2 Jenwary 20 27 62957 Penatapan
Sungai Waroremi [Parumean) dan Hutan |~ PKTLKUHPLA 2142020
{ Produksi Tetap Danau Jamur
s Fapua | HL Masoall Demta BH142MENLHE- 20 Jenwary 2020 =58 6 Fanataoan
. l . PKTUKUHPLAJN202
3 | Papua HP Pusau Moor SK.145MENLHEK- 20 Jarumry 2020 Faratanan
- | HE . PKTLKUHPLAZM2020 83911
4 | Popue HP Puloy Reteweo SK141MENLHE- 20 January 2000 Fanstaoarn
| ; { | PKTUNUNPLAZNZ020 | 23382
5  Papua HPT Pulmy Nusariws SK 14UMENLHE- ) Janwary 2020 Penstogan
| | PRILNUNWPLAZNZ020 | . 426 83
& | Papum HL Puiau Pon - Pulms Nushond - SKAJEMENLHK. 20 Jenuary S0 " Penstapan
_ | Pulmu Puri | PKTUNUHPLA 22020 | | 19220
7 | Papua HL Puau Frani SK.144WENLHE- 20 Jarwsry 2070 Fanatagan
. . _ | PRIUKUWPLAIAMON | ; 248,69
3 | Papua HL Teluk Randawaya SK.148ME NLHEK- 20 January 070 Fansapan
! o | PRTUKUHPLAM2020 | 200,54
] Papun HP Puleu Saweru SK. 150/MENLHK- 20 January 2070 Pinatapn
T TPy | PKTUKUHPLA /12020 | 290,56
[0 Pepua | HL Aysyege SK 14TIVENLHK- 20 January 2020 | ' Penglzpen
. | ; | | PKTUKUHPLAMR020 | | 953,14 —
1| Malku Danama 3K SAUMENLHE. 10 February 2020 Panetaoan
| , | PKTUKUMPLAZR2020 | _ 54331
12 Maiuks Kilmury 3K ETTAMENLHE - 10 February 2020 Panatapan
| . | PRIUKUHPLA 222020 | | 400,30
13 Maluku Utara P Matars SX STOMVENLHE- 10 Febryary 2020 Panatapan
. . PRTUKUHPLA 2002020 21403
1 Maluku | Ty. Mgolopepo | SKSTUMENLHK- 10 Fabrusry 2020 | Panstapan
| I (Iosnmiiy | PRTUKUHPLA 202020 | TIA19M |
15  MuseTenggars | KH Heurunal | SKSTRMENLHK- 10 Fabruary 2020 42812 | Peritapen
[ [T | PKTUNUHPLA 22020 | _
16 SK STRAENLHK. 10 Fabruary 2020 Penutepen

186373
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|| 1 u“‘
HAMA KAWASAN | |
. NO | PROVINSI HUTANAELOMPOK HUTAN NOMOR SK ‘. TANGGAL 3K PEE;I:FH | KETERANGAN

TN NusaTenggas | KH Kadenu T SKETAMENLAK. 10 February 2020 Pacatapan
Timus i | PRTLKUHPLAZRON | . ane |

18 MusaTenggara | KH Kea Keliuka 5K STZMENLHE- | 10 Fabruary 2020 Fenalapan
Tewr | ) | FKTUKUHPLAZRZ2020 | | 1m339 |

19 Husa Tenggara KH Lambo 5K STAMENLHE- 10 Febovary 2020 Penetapan
L. S . | PETUMUHPLA 22020 185305 |

9 MNusaTenggara  KH Mbay SK_STEMENLHE- 10 Febmuary 2020 Fanatapan

| Timwr { | PETUMUHPLA 2020 | 1008885 |

3 HI-THW! T KH Rindi SK STSNENLHK- 10 Fabruany 2020 | Pabatapan

| Timur ) | PRTURUHPLA 227020 | 52404 |

23 | KeimantanUmrs | Kewssan HL Gunung Lsung - G, | SKATENMENLHK- 11 Agustue 2020 RI58007  Panatapan
| | | Baimyan | PKTLKUHPLA D020

s Kafmantmn U | Kawesan HL 5. Januk B ASEMENLHK- 28 Jul 2020 24308 43 Fanatapan

| . _|r PRTLNUNPLA 272020 | !

24 | Kadmanian Utara | Kewasan HP Sungs Lura [ SK ASTMENLHE- 28 Juil 2020 6924 87 Ponatagan
2 | Kebmantan U | Kewesan HL Batu Jumak K 49TIIMENLHK - 28 Agustus 2020 3326657  Penstapan
: PR el | T i | PKTUKUHPLADGR020 | .
| % | Kelmanian CA Gunung Kentman SK SBAUMENLHK- 02-How-20 624 Penatapan
_ | Selatan | _ | PKTUKUHPLAIW2020 |

27 | Kalimantan Barat | Jalsi (5. Lais) [~ SN BBAUMENLHE- 02-How-20 T24714  Peniapan
| | | ) ___MIFKUHH.AMM’N | ) | ) |

8 Kalimanan Sabagian Kawasan HPT dan HP 5. SH_S840MENLHE- 0-Mow-20 5542 55 Penelapsan

| Semin ______ | Kinlp | PKTUKUHPLA 2112020 | _ _

29 | Kahmartan Baral | 8 Temenu - D Tungeal | 5K 583EMEMNLHK- 02-How-20 150530  Penstapan

{ 1 | PKTUKUNPLA 21172020 | .

30 | Kehmankn Towr | Sungal Tuing | 8K S20MENLHK- 15-Sap-20 1477314 | Penetapan
| | —'_ X | PETLAUHPLA 29722020

3 Kaolmanien Utere | Puleu Tembangan | 5K 2754MENLHK- h-Ape-0 14132 Penetapan

i . | PTLAUHPLA 0000 | ] N S
JUMLAH | BLTATEEE
| T —— e T T
1 Kalimarian Utsra | HP Pasilan Tabah - Hilr 5. Sembakung | BEM Proses
2 Kolmantan Utere | HPP Bangludulls Kedl 3BEY Proses
3 | Kaolmantn Ulera | HP Bangiudubs Besar 17814 Prosas
4 Fopus [ Kawisan Hutan pada Kelompok Hutan - - 200474 52 Proses
Jamar - Aindua - Mimika Baral - Umba penetEpen
Urema di Kebupaten Mamika, Kabupaten
Papus ” |

5  Papua Kemasan Hutan Produks: Terbatas - . 210337 | Proses
Ebungfauw dan Kewazan Hutan penctapan
Produksi Tatap Ebungtauw di

6  Papua Sebagian Kewasan Hutan Lindung - - Wiz Frosas
Himboran dan Kewasen Huten Produks ponelnpan |
Tertsatas Sungai Lipting di Kabupsaten

— _ deyspure Froms Papua S ! !

i | Papua Sebegian Kawasan Hutan Produks: . . 65.168 54 Proses
Terbabes Sungai Winu dan Sebagan pelagan
Kewasan Hutan Produksi yang depat
[Dikcamarsi Pagunungan Bongoo &

S | Mebipaten Sermi Provinel Pepua | |

B Pepua Sobegean Howesan Hutan Lindung [ . . 45231 Prosss
Muars Sungai Binetabo di Kabupelen | panatapan
Waropan Provinel Papua
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: x
| NO PROVINSI VAR Tl NOMOR SK I TANGRAL K | PRIETAPY | KETERMIOM |
g |NT Kelbegu I 1 180920 Ot
| | F A |5 ponelBEpen
10 NTT Baty Putih 257 B& Proese
L1 penetapan
11 | NIT Soep | - Prosos
12 T | Kebwumba |’ 154887 Proves
! i penetapan
11 Malkultam | Asimoko | dan Asmoko I , 106563 Proses
14 | MekuUters | Tanung Joila .I 13326 26 Prosas
1 : l 1 | poneiapan
15 Sulawes Tongah | Sebagen Rowasan Hulan Lindung [ - . T 350 Prosss
| Kalangkangan, Sebagian Kawasan | penetapan
| Hhutan Produksi Teratas Kalangkangan
| can Sabngisn Kawnsan Hitan Produks |
| Tutap Dampal di Kebupaten Tolitol
| Prowns Suswesi Tengah _ &

= Upaya perbaikan ke depan:

1. Optimalisasi monitoring pelaksanaan penataan batas kawasan hutan
dan penyampaian Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan oleh Balai
Pemantapan Kawasan Hutan,

2. Optimalisasi rapat — rapat pembahasan penetapan kawasan hutan,

3. Melakukan revisi peraturan terkait pengukuhan kawasan hutan dalam
rangka percepatan pengukuhan kawasan hutan,

2. Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA

Salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPIMN)
tahun 2015 - 2019 adalah melakukan distribusi hak atas tanah petani.
Sasaran dari program ini antara lain adalah dengan penyediaan sumber
Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) serta melakukan redistribusi tanah
dan legalisasi aset. Kegiatan yang terkait dengan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan adalah melakukan identifikasi kawasan hutan yang
akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha.
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Dalam rangka mewujudkan kebijakan Pemerintah tersebut, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Surat Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Peta Indikatif Alokasi
Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria
(TORA) hingga Revisi V.

Sesuai dengan amanat Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor: 7443/MENLHK-PKTL/KUH/Pla.2/5/2019 bahwa Peta
I[ndikatif Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) akan direvisi setiap & (enam)
bulan sekali. Terkait hal tersebut pada tahun 2020 peta indikatif TORA telah
direvisi yang untuk yang kelima yaitu melalui Surat Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan  Kehutanan  Nomor:  5050/MENLHK-
PKTL/KUH/Pla.2/9/2020 Tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan
Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Revisi V
dengan luas 4.846.844 Ha. Revisi peta indikatif TORA dilakukan melalui
kegiatan pemutakhiran data dan peta TORA sebagaimana amanat dari SK
peta indikatif TORA revisi sebelumnya yang mengacu pada hasil
Inventarisasi PPTKH, hasil penafsiran citra dan usulan para pihak. Target
kawasan hutan yang dilepaskan untuk sumber TORA pada tahun 2020
adalah seluas 130 ribu hektar,

Namun, dikarenakan pada awal bulan Maret 2020, terdapat pandemic
covid-19 yang cukup meluas, maka dilakukan recofusing anggaran, sehingga
target kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA pada tahun 2020
menjadi seluas 46.500 hektar
* Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya

dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:

1. Pelaksanaan penyediaaan kawasan hutan untuk sumber TORA sejak
tahun 2019 telah didukung dengan peraturan yang lengkap dan juga
adanya dukungan dari Pemerintah Daerah.

2. Namun demikian, pada tahun 2020, terdapat pandemic covid — 19
yang menyebabkan pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi

il
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Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan penataan batas atas
perubahan batas kawasan hutan menjadi terkendala dan tidak sesuai
dengan rencana yang telah disusun,

Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:

a. Pandemi Covid-19

Penyebab kegagalan:

Pelaksanaan pelepasan kawasan hutan untuk TORA pada tahun 2020

telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu selas 46.500 hektar,

walaupun terdapat pandemic covid - 19 dan pada beberapa daerah,
kurang adanya dukungan dari Pemerintah Daerah.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan:

1. Monitoring pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi Penguasaan
Tanah dalam Kawasan Hutan dan penataan batas atas perubahan
batas kawasan hutan yang dilakukan setiap bulan baik secara
langsung datang ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan maupun
secara tidak langsung melalui virtual meeting.

2. Optimalisasi dalam melaksanakan rapat - rapat pembahasan
sehingga dapat dilakukan percepatan penerbitan Pertimbangan Tim
Percepatan Percepatan Penyelesaian Percepatan Penguasaan Tanah
dalam Kawasan Hutan dan Persetujuan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan atas Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam
Kawasan Hutan.

3. Optimalisasi koordinsi dengan Tim Pelaksana dan Tim Percepatan
Penyelesaian Percepatan Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
(Kemenko Perekonomian, Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet,
Kementerian Dalam Negeri, Badan Informasi Geospasial) dan
Pemerintah Daerah
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= Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:
1. Realisasi pelepasan kawasan hutan untuk sumber TORA melalui

Perubahan Batas Kawasan Hutan Tahun 2020 sebanyak 53 Surat
Keputusan (SK) Perubahan Batas dengan luas 70.184 Hektar,

2. Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan untuk sumber TORA melalui

Perubahan Batas bisa dilihat pada Tabel 3.6. di bawah ini :

Tabel 3.6. Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Sumber TORA

1

Ne Provinsi Kabupatan 8K Perubahan Batas TanggalSK | “E'”“‘
I

1. Mok Tusi SK 1AUMENL HKISETIENPLA 2707020 | O el 2020 i ol
2 ‘umnum Halmahers Gerst SKIMMENHIUSET.ENPLAZAI | 5 Mast 2020 m;.“
3 |F.H.iu.tm iHalmahera Targeh SK1SEMENLHKSETJENPLA 22020 11 Merst 2000 4866.50
4. ‘mmm Halmahers Timur SKATMENLHIVSETIENPLA 2732020 | 5 Mared 2020 ] I
5 ‘Ihitul.lhl Kok Trdore Kepulmumn SKCIBVENLHIGSET ENPLAZAREX | 5 Mared 2020 _l 255.,9*
& T Menggeres Berel SICISYMENLHIVSETENPLAZAMZ020 | 11 Maret 2020 I St
7. Sulawes Tengah ]ll.l:n:mi SK 1SOMENLHKVSETUENPLA 2020 | 6 Mot 2020 _—
B, |Sulswes Tengah ‘Ehrwum SK 1 TMENLHI/SETJENPLA 2132020 3 Marat 220 10264
9. [SdowesTorgah  [Bangge SK 14TVENLHIGSET ENPLA 22020 | @ Marel 2020 O
10. [SusweiTorggws [Koloka SKA3VMENLHK/SET.ENPLAZO2020 | 3 Mot 2020 | amza
11, |SuawesiTenggara [Konawe SK.MSMENLHIVSETENPLAZRR020 | § Marel 2020 —
[ 12 [suewes Tenggars  [Konawe Hepuleusn K 13UMENLHKISET [ENPLA 202020 3 Marst 2020 i zsasa
13, SulwesiTenggera [Konawe Selatan SK.130MENLHIVSET JENPLA 27372020 3 Maret 2020 p—
14, [Sulawesi Utara lmpm Talaud SK 141MENLHIUSETJENPLA 22020 | © Marst 2020 2?!.;
15, '[-Bz.m Utara IM Mongondow T | SK1SUMENUHKET ENPLAZOZO) | 3 Mt 2020 5t
16, ismm Utarn ‘m Tanggars SK.4UMENLHI/SET ENPLA 22020 | 5 Manst 2020 ;IJ
17, |Suawasi Utarn Ookwang Morgrrdow SKAUMENLHIVSETENPLAZA00 | © Marst 2020 -
18 Tengah oo Una-lia K 150/MenL HN/SefenPia 242020 B0 zm.w]
19, |[SuswesiTengsh  |[Buoi SK Z00MMent HK/SeflenPia 2142020 Zidhpr-2 n
“ Tenguh  [Banggm Kepuman SK.215/MenL HK/Sejen/Pia 242020 H-hpr-20 86154
21, [SulewesiTenggers  (Kolkeka Tinwr K 204MenLHK Sofen/Pia. 04472020 e 435 04)
2. [umwesiTonggeen  [Koiska Uare 5K 214/MenL HK/SelienPia 21472020 3-hp-20 16024
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Mo Previngl K absupatsn EK Perubahan Batas Tanggal 5K Lu'-”ﬁ
23 |Aoeh Aicsh Tamiang SK.1BBMENLHK/SETJENPLA 2142020 13-4pr-20 1.365,55
24, [Bengai [Penghiu Ul SK2MVENHISETENPLA DI | Zhr20 402

5. B Iuomuke SK 20IMENL HKISET JENPLA 282020 W20 j_i,i']

25. Kolmenien Tengsh (Guaung Mas §K 21 VMENLHK/SETJENPLA 2142020 THer 0 4446 31

(27, Kolmantan Tengah  |Kapuas SKZ20MENLHIUSETIENPLA 252020 B Mol 2020 815847
. kabmanton Barat | Sokadau SK 255MENLHI/SET JENPLA 262020 16 Juni 2020 650120

2, w L Jmm SK ZGVENLHKISETIENPLA 270000 | 1T A 2020 113.?:‘

30, wn-w BangaBol SK29UMENLHIUSETENPLA 27000 | 17 U220 :-',znl

31, B Oorp sZEMENISET ENPA I | TR | gy

32 |NTB Lombok Barst SK2GUMENLHIGSETENPLANR00 | 17 20X 3563

33 [NTB Sumbawa SK2OMENLHISETENPLAZTRM0 | TTod200 | *&.?_ﬂé

34, Hembi Tangng Jabung Baret SK 31 /IMENLHK/SET JENPLA 2712020 30 Juki 2020 598,30

35, Hombi Muaro Jambi SKIOMENLHIVSETJENPLA 2020 30 Jul 2020 150,05

6. fWeweRo  KeuwmAmrbes | skasMENMGSETENPLAZIZRO | PMAD | ey

V. |opuownRos  [foTonngpow | sk SUMENMKSETENPLAZIZOD | DHMAD 789

3. |KepumanReu  |Lingge SKIIMENLHKSETENPLAZIR0 | S0 W 200 53223

30, [KepuswenRieu Ko Bt SKONMENHSETENPLAZIRMY) | 02020 | e

40 [SubwesiTongah  |Morowok Utars SKIOWENHKISETENPLAZIROR) | 27 W 2020 124443

4. ww h’ﬂl Tengsh SK JIDAMENLHKISETJEMPLA 2072070 :HAZ020 138 kM

42, [Paoua arat Toluk Wondarma SK IIMENHIISET ENPLAZIR020 | 30 Juh 2020 578,174

43, hpnl Barat Tahk Bintuni SK ITUMENLHKISETJENPLA 21112020 S 5088 724

44, T8 Kot Bima SKIUMENLHKSETIENPLA2AR020 | 4 Agustus 2020 .44

45, [Sulawesi Selaian hnu SK TAMENLHK/SET JENPLA 282000 T Agustus 2020 2103 11

46. |NTT [Mergoars Timr SK MSMENLHKISETJENPLA 202000 | 28 Agustus 2020 497

47. NIt Lambeta SK MEMENLHK/SETJENPLA 2BR020 | 78 Agustus 2020 184,76

8. pm [Ngada SK 4TIMENLHK/SETJENPLA 282070 | 28 Agustus 2020 16,183

49. 1T Metaks SKMBMENLHKSETENPLA 2070 | 28 Agustims 2020 23,445

50. |m'r i&ﬂh Tirmr SK SAWMENLHKMSETJENPLA 280000 | 28 Agustus 2020 12826

51, |KepusumnRsu  [Karimun SK B5WMENLHK/SET JENPLA 2812020 7520 205,11

52 [KepummnReu [Binan SK 36 UMENLHK/SETJENPLA 2872020 -Sep-20 778,26

53. T“'W‘" 1‘" 5K, WVENLHK/SET JENPLA 2682020 7-Sep-20 u.u-u|

Total Tahun 2020 H-mﬂi
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= Upaya perbaikan ke depan:

1. Optimalisasi monitoring pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi
Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan penataan batas atas
perubahan batas kawasan hutan.

2. Optimalisasi koordinasi dengan Tim Pelaksana dan Tim Percepatan
Penyelesaian Percepatan Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
(Kemenko Perekonomian, Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet,
Kementerian Dalam Negeri, Badan Informasi Geospasial).

3. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah

3. Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi
kawasan hutan

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 UU Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan, bahwa Pemerintah mempunyai kewenangan untuk
mengurus dan menetapkan kawasan hutan sesuai fungsinya dalam rangka
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, yang dalam
pelaksanaannya antara lain untuk memenuhi kebutuhan akan lahan bagi
pembangunan kehutanan maupun di luar kehutanan.

Dalam pelaksanaannya tidak tertutup kemungkinan penggunaan atau
pemanfaatan kawasan hutan tidak sesuai dengan fungsi hutan. Hal ini
disebabkan antara lain karena penatagunaan kawasan hutan dalam
Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan atau TGHK masih bersifat makro.
Rencana pembangunan atau pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai
dengan fungsinya ditempuh melalui proses perubahan fungsi setelah
mempertimbangkan hasil penelitian terpadu secara mikro terhadap aspek
biofisik dan ekologis sesuai kriteria penetapan masing-masing fungsi hutan.
Rencana pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen
yang berada di kawasan HP/HPT dapat ditempuh melalui tukar menukar
kawasan hutan (TMKH), sedangkan rencana pembangunan diluar kegiatan

Lad
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kehutanan pada kawasan HPK dilakukan melalui proses pelepasan kawasan
HPK.

Pada bulan Oktober 2020 terdapat penambahan anggaran dalam rangka
penyediaan lahan untuk ketahanan pangan dari kawasan hutan yang mana
kegiatan ini merupakan kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi akibat
wabah pandemi Covid-19. Lokus penyediaan lahan tersebut dialokasikan
pada 4 (empat) provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sematera
Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Papua. Kegiatan
penyediaan lahan untuk ketahanan panga melalui tahapan kegiatan yaitu:
(1) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, (2) Perubahan Peruntukan Kawasan
Hutan. Lokus penyediaan lahan mengacu pada Area Of Interest (ACI) yang
direncanakan dan disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.
Hingga akhir tahun 2020 telah selesai kegiatan perubahan fungsi kawasan
hutan di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi
Kalimantan Tengah, sedangkan di Provinsi Papua belum terlaksana
disebabkan belum ada permohonan perubahan fungsi dari Pemerintah
Daerah.
= Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya

dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:

Permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan pada tiap

tahun banyak/jumlahnya berbeda-beda. Dengan demikian realisasi

kegiatan sebagian tidak sesuai dengan perencanaan, karena tergantung
besaran jumlah permohonan

Pada saat ini pelayanan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan

semakin baik dan cepat karena pemahaman para pemohon terhadap

regulasi terkait sudah semakin baik.
* Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:
Telah tersedia Standar Kegiatan Biaya penelitian Tim Terpadu
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= Penyebab keberhasilan/ kegagalan:
Proses permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan
sebagian besar tercapai dikarenakan telah tersedia data base Perubahan
Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan yang dikelola dengan baik.
= Kegiatan yang menunjang keberhasilan:
Telah dilakukan konsultasi dan sosialisasi proses Perubahan Peruntukan
dan Fungsi Kawasan Hutan dengan seluruh stakeholder terkait sehingga
telah ada keseragaman pemahaman.
= Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:
Pemahaman stake holder terhadap proses bisnis PPFKH meliputi
kelengkapan permohonan, telaahan teknis dan birckrasi yang berlaku di
PKTL khusunya dan KLHK secara umum.
= Lpaya perbaikan ke depan:
Peningkatan pengelolaan database baik spasial maupun non spasial dan
berkomitmen untuk selalu melakukan pemutakhiran data.

4. Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan

kawasan hutan

Penyediaan data dan informasi Direktorat Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan Hutan telah dimulai beberapa tahun yang lalu
dengan memaksimalkan teknologi dan sistem informasi. Data dan informasi
yang disediakan seiring dengan kegiatan Kebijakan Satu Peta yang
dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mana
mengamanatkan agar data atau Informasi Geospasial Tematik secara berkala
untuk dimutakhirkan. Kebijakan Satu Peta telah memudahkan para walidata
untuk berkoordinasi dan sinkronisasi data dengan tematik lainnya, sehingga
dapat meminimalkan tumpang-tindih perijinan maupun kepentingan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.28/Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang
Jaringan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

v
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merupakan walidata dari IGT Kawasan Hutan, IGT Penetapan Kawasan

Hutan, IGTPelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, IGT Pelepasan

Kawasan Hutan untuk Transmigrasi, IGT Rekalkulasi Batas Kawasan Hutan

dan IGT tambahan yaitu Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan' untuk

Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria.

= Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya
dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:
Kegiatan pelaksanaan pada tahun ini jauh lebih baik daripada beberapa
tahun terakhir hal tersebut dikarenakan teknologi dan sistem informasi
semakin berkembang ditambah dengan semakin tersedianya sarana dan
prasarana penunjang sumberdaya manusia dan didukung oleh regulasi
yang dikoordinatori oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan
Sumberdaya Hutan selaku unit kliring/walidata Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.

» Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:
Tersedianya teknologi, sistem informasi dan regulasi yang menunjang
kegiatan pelaksanaan dalam penyediaan data dan informasi Direktorat
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, sehingga penggunaan
anggaran lebih efisiensi dan kinerjanya terukur,

= Penyebab kegagalan:
Kegagalan dapat disebabkan oleh lambatnya persediaan data dari walidata
untuk dilakukan pemutakhiran.

= Kegiatan yang menunjang keberhasilan:
Kegiatan pelatihan atau pembekalan keahlian pada masing — masing
sumberdaya. Selain itu, perlu adanya penunjang fasilitas sarana dan
prasana dalam pelaksanaan kegiatan serta pembangunan database
kawasan hutan,
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= Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:
Terciptanya keseragaman data dan informasi yang digunakan oleh
stakeholder dalam menunjang tupoksi sehingga meminimalkan
permasalahan atau tumpang tindih dengan kawasan hutan.
= Upaya perbaikan ke depan:
1. Perlunya komitmen para produsen data untuk menyediakan data dan
bahan yang mutakhir.
2. Penggunaan teknologi dan sistem informasi yang memungkinkan dapat
saling berkoordinasi dan mendukung pemutakhiran data.

5. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Indikator kinerja Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai kerangka
reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal terdiri dari dua
unit kegiatan yaitu layanan dukungan manajemen dan layanan perkantaran
yang dilaksanakan selama kurun waktu 12 bulan layanan. Dengan demikian
kesesuaian target Indikator Kinerja Kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini
sebesar 100 % dan termasuk dalam kriteria sangat baik.

Layanan dukungan manajemen dilaksanakan sebagai upaya sebagai
upaya untuk menunjang koordinasi terkait tugas dan fungsi Direktorat
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan antara lain penyusunan
rencana program dan penyusunan rencana anggaran baik untuk tahun
berjalan maupun untuk perencanaan tahun berikutnya; pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi terkait tugas monitoring dan evaluasi tugas dan
fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan untuk
mengeluarkan output seperti pelaporan e-monev, smart Bappenas, laporan
sistem pengendalian intem pemerintah baik triwulan dan tahunan pada
tahun berjalan; pengelolaan kepegawaian terkait dengan pembinaan
pegawai.
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Layanan perkantoran dilaksanakan sebagal upaya mendukung tugas
dan fungsi Direktorat Pengukuhan untuk operasional rutin seperti
operasional kantor untuk pembelian Bahan Pendukung, Bahan Operasional
Komputer, Biaya Swab Test, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan
Kendaraan Operasional, Pembayaran PLN, PDAM, Internet, Telpon dan
pengeluaran lain yang sifatnya rutin dilakukan per bulan untuk menunjang
pencapaian tujuan organisasi.
= Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya
dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:
Kegiatan dukungan manajemen dan layanan perkantoran jika
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam kurun waktu 2015
- 2019 relatif sama yaitu kegiatan penyelenggaraan operasional
perkantoran,

= Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:
Adanya Peraturan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor P.5/SETIEN/ROKUE/KEU.1/8/2019 tentang
Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2020 Lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

= Penyebab keberhasilan:
Keberhasilan pencapaian karena adanya pembagian tugas yang jelas
sehingga pekerjaan terbagi rata antar staf. Dalam hal ini dirasa tidak ada
kegagalan terhadap pelaksanaan layanan perkantoran., Salah satu
kendala yang ada antara lain perjalanan dinas tidak terlaksana karena
adanya pandemic covid-19, sehingga mempengaruhi capaian keuangan
dan fisik layanan dukungan manajemen.

= Kegiatan yang menunjang keberhasilan, antara lain ;
Terselesaikannya pembayaran layanan jasa selama 12 bulan;
Terselesaikannya kegiatan pemeliharaan gedung kantor dan halaman
yang dilakukan selama 2 (dua) kali dalam setahun.



Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

* Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:
Terselesaikannya laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah baik
triwulan maupun tahunan, Renja 2020, Renstra 2020 - 2024, dan
terselengaranya layanan operasional perkantoran selama 12 bulan

* Upaya perbaikan ke depan :

Tetap menjalin komunikasi dan koordinasi baik dengan staf maupun
pejabat struktural di lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan supaya layanan operasional kantor tetap bisa berjalan
dengan baik setiap bulannya.

C. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2020, besar anggaran yang digunakan untuk mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan tertuang dalam DIPA tahun 2020 yang disyahkan tanggal 12
November 2019 sebesar Rp. 8.076.395.000,- (Delapan milyar tujuh puluh enam juta
tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang semuanya merupakan APBN dan
bersumber dari Rupiah Murni. Pada tahun berjalan tepatnya pada tanggal 11
Oktober 2020 terjadi revisi anggaran yang berpengaruh pada bertambahnya
anggaran sejumlah Rp. 24.640.976.000,- (Dua puluh empat milyar enam ratus
empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah sehingga total
anggaran menjadi Rp. 28.449.826.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus
empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang
bersumber dari Rupiah Murni.

Sampai dengan bulan Desember 2020 realisasi anggaran yang telah
digunakan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah
sebesar 89.63 % dan capaian fisik sebesar 90.35 Y%.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain,
sebagai berikut :
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7.

8.

. Adanya wabah pandemi Covid-19 sehingga beberapa kegiatan tidak dapat

dilakukan secara ofline namun harus melalui secara virtual seperti rapat
konsinyering, koordinasi antar stakeholder dil;

Terdapat refocussing anggaran dalam rangka menanggulangi wabah Covid-19
sehingga terdapat kegiatan yang tidak dapat dilakukan;

Keterbatasan SDM yang mempunyai kemampuan dalam hal teknis dan
administrasi penganggaran;

Ketersediaan SDM yang terbatas dengan jumilah atau volume pekerjaan yang
sangat besar dalam mendukung kegiatan penyediaan lahan untuk ketahanan
pangan;

Ruang penyimpanan dokumen dan barang-barang terbatas sehingga
menyulitkan dalam pengarsipannya sehingga rentan hilang;

Dalam kegiatan perubahan fungsi dalam rangka food estate di Provinsi Papua
tidak terdapat permohonan sehingga kegiatan tidak terlaksana;

Penambahan kegiatan dalam rangka penyediaan lahan untuk ketahanan
pangan terjadi pada bulan Oktober tahun 2020 sehingga mengalami
keterbatasan waktu dalam penyelesaian kegiatan;

Pada kegiatan penetapan kawasan hutan, disampaikannya Berita Acara Tata
Batas Kawasan Hutan yang menjadi dasar penetapan kawasan hutan belum
disarpaikan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan;

Pada kegiatan pelepasan kawasan hutan untuk sumber TORA, pada beberapa
daerah masih kurang adanya dukungan dari Pemerintah Daerah.

Adapun upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan-permasalahan

tersebut antara lain:

1.

Dalam masa pandemi covid-19 sangat diperlukan penggunaan teknologi untuk
mendukung kegiatan secara virtual.

Memaksimalkan kegiatan yang tidak direvisi untuk menutup kegiatan yang
terkena refocussing seperti memaksimalkan ketersediaan Berita Acara Tata
Batas tahun-tahun untuk penetapan kawasan hutan menggunakan batas
kombinasi.
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3. Dilaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis dalam rangka meningkatkan
kapasitas Sumber Daya Manusia.

Memaksimalkan pegawai untuk bekerja di luar jam kantor,

5. Mengatur arus dokumen keluar masuk dan meningkatkan kinerja pencatatan
kearsipan serta mendigitalisasi dokumen untuk kemudian disimpan secara
online pada server Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
melaluai aplikasi sistem informasi.

6. Telah dilakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan
Kawasan Hutan Wilayah X dan Pemerintah Provinsi Papua serta sosialisasi
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.

7. Penyusunan tata waktu yang rinci dengan mempertimbangkan waktu dan
Sumber Daya Manusia yang tersedia dengan tahapan-tahapan kegiatan yang
akan dilaksanakan secara efektif.

8. Optimalisasi koordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan terkait
dengan ketersediaan Berita Acara Tata Batas yang telah selesai.

9. Optimalisasi koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah
Daerah dan mendorong untuk dapat bekerjasama secara aktif dalam rangka
penyediaan sumber alokasi TORA dari kawasan hutan.
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V. PENINGKATAN AKUNTABILITAS

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan
manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan
penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian oufcomes dan
upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dengan adanya pemahaman
tentang SAKIP diharapkan "berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja
tambahan yang diperiukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dalam akhir periode
bisa tercapai”.

SAKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi
pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandii merencanakan,
melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada
instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam ini
memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik
yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil pemantauan Inspektorat Jenderal KLHK, pada tahun 2019
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mendapatkan nilai SAKIP
sebesar 80.16 dengan kategori (A) Memuaskan, memimpin perubahan,
berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel,

Beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu : Implementasi perencanaan kinerja
tahunan belum maksimal yaitu rencana aksi atas kinerja belum sepenuhnya
dimonitor pencapaiannya secara berkala dan belum dimanfaatkan dalam
pengarahan dan pengorganisasian kegiatan; Penyajian informasi kinerja belum
memadai karena belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan
sumber daya, yaitu efisiensi dari penggunaan uang (money), manusia (man),
metode (method) dan infratruktur/alat; Laporan kinerja yang disusun sampai saat
ini belum berdampak seluruhnya kepada perbaikan perencanaan, baik perencanaan
jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang
disusun, informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk memperbaiki
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pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, informasi yang disajikan dalam
Laporan Kinerja belum mengakibatkan perbaikan dalam pengelolaan program dan
kegiatanm dan dapat menyimpulkan keberhasilan atau kegalalan program secara
terukur, informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan
kinerja. Rekomendasi perbaikan ini belum ditindaklanjuti oleh Direktorat
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Untuk itu diharapkan pada tahun
2020 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dapat memperoleh
nilai SAKIP yang lebih besar atau minimal sama.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas instansi ini, data realisasi anggaran
dan pelaporan kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
secara periodik dilaporkan setiap bulan dengan menginput data capaian
keluaranfoutput online melalui Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi
Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan) yang digunakan sebagai bahan masukan
penyusunan kebijakan tahun anggaran berikutnya. Selain itu juga dilakukan
penginputan data pencapaian kinerja setiap triwulan onfine melalui aplikasi e-Monev
(Sistem Monitoring dan Evaluasi) Bappenas.

o
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V. PENUTLP

Dari hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan Hutan, dimana Rencana Kerja Tahun 2020 yang
dituangkan dalam DIPA Tahun 2020 yang memuat rencana kegiatan,
sasaran/keluaran serta indikator kegiatan dan unit-unit kegiatan yang dapat
mencerminkan pencapaian realisasi di tahun 2020 dalam mendukung
tercapainya sasaran dan tujuan yang tercantum dalam Renstra, maka dapat
disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2020, 5 (lima) output kegiatan
yang terkait tugas dan fungsi dari Direktorat Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan Hutan secara global mempunyai nilai kinerja
Sangat Baik” hal ini terlihat dari 5 kegiatan yang tercapai rata-rata
capaian outputnya 106.08 % dengan realisasi anggaran sebesar 92.97
%.

2. Tercapainya kategori "Sangat Baik"” ini diharapkan dapat dipertahankan
mengingat pada tahun 2020 ini sudah ditetapkan kinerja berdasarkan
Penetapan Kinerja dan Sasaran Kerja Pegawai untuk pelaksanaan
kegiatan yang lebih terencana dan terarah serta akuntabel,

3. Dalam mengusulkan anggaran pada tahun anggaran berikutnya tetap
perlu diperhatikan bahwa kegiatan yang diusulkan haruslah tercantum
dalam dokumen rencana kerja pada tahun yang bersangkutan,
sehingga diharapkan sasaran yang direncanakan pada tahun tersebut
merupakan sarana yang tepat untuk mendukung tercapainya sasaran
dan tujuan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan pada tahun berjalan.
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